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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

1. Pengaturan  tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak 

konstitusisional warga negara tentang kebutuhan listrik sebagai hak dasar 

terdapat pada peraturan perundangan-undangan yakni pada Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah 

Nomor 3 tahun 2004 tentang Rencana Umum ketenagalistrikan Daerah. 

2. Faktor-faktor yang mengahambat pemerintah daerah dalam memenuhi hak 

konstitusional warga negara tentang kebutuhan listrik sebagai hak dasar, 

yakni sebagai berikut :  

1. Kurang atau terbatasnya dana ataupun  anggaran. 

2. Minimnya akses menuju ke lokasi-lokasi tertentu untuk memasang 

infrastruktur ketenagalistrikan. 

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Umum 

Ketenagalistrikan Daerah tidak Up to date. 

1.2 Saran 

1. Pemerintah daerah di harapkan agar dapat merivisi Peraturan Daerah 

Nomor 3 tahun 2004 tentan Rencan Umum Ketenagalistrikan Daerah 

(RUKD) agar dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan penggunaan energi 

listrik untuk rakyat. 
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2. Di harapkan agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan lagi tanggung 

jawabnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terutama dalam 

bidang ketenagalistrikan dan dapat menangani faktor-faktor yang 

menghambat dalam melakukan pemenuhan kebutahan penggunaan listrik 

oleh rakyat terutama dalam permasalahan dana ataupun anggaran. 
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